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WALI KOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 4 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA SALATIGA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan 

daerah yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah 

Kota Salatiga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan keterbukaan informasi publik yang 
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan; 
b. bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan tanggung 

jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Salatiga perlu 
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA 
dan 

WALI KOTA SALATIGA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

5. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang 
yang masuk ke kas Daerah. 

6. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang 
yang keluar dari kas Daerah. 

7. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua 
hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 

dan kebijakan. 



14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

dari kegiatan dalam 1 (satu) program. 
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 
(satu) periode anggaran. 

16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

 
Pasal 2  

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa 

laporan keuangan memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 
e. neraca; 
f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 
 

BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Pasal 3  
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)    

huruf a sebagai berikut: 
a. Pendapatan  : Rp1.056.413.528.549,00   

b. Belanja : Rp1.027.646.379.548,00   
 surplus/defisit   :  Rp28.767.149.001,00 
c. Pembiayaan     

 -Penerimaan : Rp94.546.057.288,00   
 -Pengeluaran : Rp0,00   

 Pembiayaan netto   : Rp94.546.057.288,00 
d. SiLPA : Rp123.313.206.289,00 

    
Pasal 4  

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai 

berikut: 
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                    

Rp16.110.193.049,00 dengan rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp1.040.303.335.500,00 

 2. realisasi  : Rp1.056.413.528.549,00 
 selisih lebih/(kurang) : Rp16.110.193.049,00 
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                           

(Rp107.203.013.240,00) dengan rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran belanja setelah perubahan : Rp1.134.849.392.788,00 

 2. realisasi : Rp1.027.646.379.548,00 
 selisih lebih/(kurang) : (Rp107.203.013.240,00) 

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 1. anggaran transfer setelah perubahan : Rp0,00 

 2. realisasi : Rp0,00 
 selisih lebih/(kurang) : Rp0,00 

    



d. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah 

(Rp107.203.013.240,00) dengan rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran belanja dan transfer setelah 

perubahan  

: Rp1.134.849.392.788,00 

 2. realisasi : Rp1.027.646.379.548,00 

 selisih lebih/(kurang) : (Rp107.203.013.240,00) 
e. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

(Rp123.313.206.289,00) dengan rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran surplus/defisit  : (Rp94.546.057.288,00) 
 2. realisasi : Rp28.767.149.001,00 

 selisih lebih/(kurang) : (Rp123.313.206.289,00) 
f. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,00) 

dengan rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan 

: Rp94.546.057.288,00 

 2. realisasi : Rp94.546.057.288,00 
 selisih lebih/(kurang)    :   (Rp0,00) 

g. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

 1. anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan 

: Rp0,00 

 2. realisasi : Rp0,00 
 selisih lebih/(kurang)    : Rp0,00 
h. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,00) dengan 

rincian sebagai berikut: 
 1. anggaran pembiayaan netto  

setelah perubahan  

: Rp94.546.057.288,00 

 2. Realisasi : Rp94.546.057.288,00 

 selisih lebih/(kurang)    : (Rp0,00) 
 

Pasal 5  

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal : Rp94.546.057.288,00 Rp98.153.002.474,00 

b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai 

penerimaaan pembiayaan tahun berjalan 

:  (Rp94.546.057.288,00) (Rp98.153.002.474,00) 

 sub total (a+b) :  Rp0,00 Rp0,00 

c. SiLPA : Rp123.313.206.289,00 Rp94.546.057.288,00 
 sub total (c) : Rp123.313.206.289,00 Rp94.546.057.288,00 

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya (d) 

: (Rp0,00) (Rp0,00) 
 

e. lain-lain (e) : Rp0,00 Rp0,00 

 Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e) : Rp123.313.206.289,00 Rp94.546.057.288,00 

 
Pasal 6  

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 
Desember 2025 sebagai berikut: 

a. pendapatan  : Rp1.073.910.254.974,37 

b. beban   :  Rp1.017.782.551.336,10 

c. surplus/defisit dari operasi :  Rp56.127.703.638,27 

d. surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional 

: (Rp22.978.631.407) 

e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa : Rp33.149.072.231,27 

f. pos luar biasa : (Rp288.090.000,00) 

g. surplus/defisit laporan operasional : Rp32.860.982.231,27 



Pasal 7  

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
d per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 

a. ekuitas awal : Rp3.179.683.898.253,60 Rp3.194.948.070.125,16 

b. surplus/defisit-laporan operasional : Rp32.860.982.231,27 (Rp16.790.472.663,53) 

c. dampak kumulatif perubahan : (Rp17.059.684.875,98) Rp1.526.300.791,97 

d. selisih revaluasi aset tetap : Rp0,00 Rp0,00 

e. lain-lain : Rp0,00 Rp0,00 

f. ekuitas akhir : Rp3.195.485.195.608,89 Rp3.179.683.898.253,60 

 
Pasal 8  

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 

2025 sebagai berikut: 
a. jumlah aset : Rp3.219.184.510.577,27 

b. jumlah kewajiban : Rp23.699.314.968,38 
c. jumlah ekuitas  : Rp3.195.485.195.608,89 

    
Pasal 9     

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 

Desember 2025 sebagai berikut: 
a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 : Rp94.546.057.288,00 

b. arus kas bersih dari aktivitas operasi : Rp141.005.561.554,00 
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi  : (Rp112.244.293.174,00) 

d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan : Rp0,00 
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris : Rp0,00 
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan : Rp5.880.621,00 

g. Saldo akhir kas di kas lainnya : Rp5.000.000,00 
h. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 : Rp123.318.206.289,00 

 
Pasal 10  

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan 
keuangan. 

  
Pasal 11  

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 tercantum dalam lampiran, terdiri atas: 

 a. lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas: 
  lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

  lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 
  lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

  lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan   
pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan dan sub kegiatan; 
 b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

 c. lampiran III : laporan operasional; 
 d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; 
 e. lampiran V : neraca; 

 f. lampiran VI : laporan arus kas; 
 g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;  



 h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah; 

 i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tertagih; 

 j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 
dana bergulir; 

 k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah; 

 l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

 m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap; 

 n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 
 o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; 

 p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;  
 q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 

 r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 

 s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun anggaran 2025 dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya;  
 t. 

 

 
 

 
u. 

lampiran XX 
 

lampiran XX.1 
lampiran XX.2 

 
lampiran XXI 

lampiran XXI.1 
 
 

 
lampiran XXI.2 

 
 

lampiran XXI.3 
 
 

lampiran XXI.4 
 

 
lampiran XXI.5 

 
lampiran XXI.6 
 

 
 

lampiran XXI.7 
 

lampiran XXI.8 
 
 

Lampiran XXI.9 
 

Lampiran 
XXI.10 

: 
 

: 
: 

 
: 

: 
 
 

 
: 

 
 

: 
 
 

: 
 

 
: 

 
: 
 

 
 

: 
 

: 
 
 

: 
 

: 

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: 

ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD; 
ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) 

BUMD; dan 
lampiran Informasi lainnya terdiri atas: 

rekapitulasi realisasi Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 
rekapitulasi realisasi belanja daerah yang sudah 

diatur oleh undang-undang (mandatory spending)-
bidang pendidikan tahun anggaran 2025; 

rekapitulasi realisasi belanja daerah yang sudah 
diatur oleh undang-undang (mandatory spending) 

-bidang kesehatan; 
rekapitulasi realisasi belanja daerah yang sudah 
diatur oleh undang-undang (mandatory spending)-

bidang infrastuktur; 
rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan 

standar pelayanan minimal (SPM); 
ringkasan realisasi penjabaran APBD yang 

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, 
rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 

rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk 
penggunaan produk dalam negeri; 

realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi 
program prioritas nasional dengan program 

prioritas daerah 
rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk 
percepatan penurunan stunting 

rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 





PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR     TAHUN 2026 
TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
I. UMUM 

Salah satu kewenangan Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan Daerah adalah menyusun Raperda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan 
bahwa Kepala Daera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama. 
Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan 
Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan 

daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dengan tetap 
menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau 

sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan 
pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 



Pasal 13 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 



 

LAMPIRAN I 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4          TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

(LRA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR    TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam Rupiah)

No Reff. Anggaran 2025 Realisasi 2025 % Realisasi 2024

1 V.A.1

2 V.A.1.a

3 V.A.1.a.1) 114.000.000.000,00 124.494.504.885,00 109,21 96.219.165.860,00

4 V.A.1.a.2) 181.688.836.367,00 181.834.960.570,00 100,08 181.486.329.234,00

5 V.A.1.a.3) 23.891.948.700,00 27.320.556.073,00 114,35 23.424.606.758,00

6 V.A.1.a.4) 14.077.136.433,00 15.588.322.098,00 110,73 12.833.579.640,00

7 V.A.1.a. 333.657.921.500,00 349.238.343.626,00 104,66 313.963.681.492,00

8

9 V.A.1.b

10 V.A.1.b.1)

11 V.A.1.b.1).a) 34.131.370.000,00 32.987.745.300,00 96,65 27.806.723.000,00

12 V.A.1.b.1).b) 957.787.000,00 1.021.620.000,00 106,66 1.353.371.000,00

13 V.A.1.b.1).c) 482.599.097.000,00 490.663.970.136,00 101,67 463.728.380.299,00

14 V.A.1.b.1).d) 119.313.770.000,00 117.367.673.089,00 98,36 119.308.170.745,00

15 V.A.1.b.1) 637.002.024.000,00 642.041.008.525,00 100,79 612.196.645.044,00

16

17 V.A.1.b.2)

18 V.A.1.b.2).a) 0,00 0,00 0,00 0,00

19 V.A.1.b.2).b) 8.989.406.000,00 8.989.406.000,00 100,00 33.500.801.000,00

20 V.A.1.b.2) 8.989.406.000,00 8.989.406.000,00 100,00 33.500.801.000,00

21

22 V.A.1.b.3)

23 V.A.1.b.3).a) 47.886.318.000,00 44.234.941.060,00 92,37 68.809.586.628,00

24 V.A.1.b.3).b) 10.926.500.000,00 10.068.663.000,00 92,14 9.659.516.350,00

25 V.A.1.b.3) 58.812.818.000,00 54.303.604.060,00 92,33 78.469.102.978,00

26 V.A.1.b. 704.804.248.000,00 705.334.018.585,00 100,07 724.166.549.022,00

27

28 V.A.1.c.

29 V.A.1.c.1) 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30 V.A.1.c.2) 0,00 0,00 0,00 0,00

31 V.A.1.c.3) 1.841.166.000,00 1.841.166.338,00 100,00 3.257.939,00

32 V.A.1.c 1.841.166.000,00 1.841.166.338,00 100,00 13.257.939,00

33 V.A.1. 1.040.303.335.500,00 1.056.413.528.549,00 101,54 1.038.143.488.453,00

34

35 V.A.2

36 V.A.2.a.

37 V.A.2.a.1) 468.476.794.553,00 436.075.782.480,00 93,08 426.945.256.800,00

38 V.A.2.a.2) 505.351.816.580,00 451.061.630.446,00 89,25 472.770.420.733,00

39 V.A.2.a.3) 0,00 0,00 0,00 0,00

40 V.A.2.a.4) 165.000.000,00 147.815.000,00 89,58 90.070.000,00

41 V.A.2.a.5) 26.748.915.216,00 26.618.601.555,00 99,51 35.434.836.887,00

42 V.A.2.a.6) 429.050.000,00 276.100.000,00 64,35 636.900.000,00

43 V.A.2.a. 1.001.171.576.349,00 914.179.929.481,00 91,31 935.877.484.420,00

44

45 V.A.2.b

46 V.A.2.b.1) 1.664.899.115,00 1.299.823.380,00 78,07 2.359.523.920,00

47 V.A.2.b.2) 44.806.937.280,00 30.920.426.680,00 69,00 38.714.376.504,00

48 V.A.2.b.3) 38.480.934.733,00 36.146.271.182,00 93,93 28.209.975.585,00

49 V.A.2.b.4) 44.960.880.888,00 42.392.857.840,00 94,28 34.066.477.100,00

50 V.A.2.b.5) 2.674.762.071,00 2.361.563.299,00 88,29 2.034.937.660,00

51 V.A.2.b.6) 89.402.352,00 57.417.686,00 64,22 57.205.200,00

52 V.A.2.b. 132.677.816.439,00 113.178.360.067,00 85,30 105.442.495.969,00

53

54 V.A.2.c

55 V.A.2.c 1.000.000.000,00 288.090.000,00 28,80 430.453.250,00

56 V.A.2.c 1.000.000.000,00 288.090.000,00 28,80 430.453.250,00

57 V.A.2. 1.134.849.392.788,00 1.027.646.379.548,00 90,55 1.041.750.433.639,00

59

60 V.A.3.

61 V.A.3.

62 V.A.3. 0,00 0,00 0,00 0,00

63 V.A.3. 0,00 0,00 0,00 0,00

64 V.A.3. 0,00 0,00 0,00 0,00

65

66 1.134.849.392.788,00 1.027.646.379.548,00 90,55 1.041.750.433.639,00

67

68 V.A.4.       (94.546.057.288,00)        28.767.149.001,00 -30,43         (3.606.945.186,00)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian

PENDAPATAN

  PENDAPATAN ASLI DAERAH

    Pendapatan Pajak Daerah

    Pendapatan Retribusi Daerah

    Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

  PENDAPATAN TRANSFER

     TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

     Dana Bagi Hasil Pajak

     Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

     Dana Alokasi Umum

     Dana Alokasi khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

     TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

     Dana Otonomi Khusus

     Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)

     TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

     Pendapatan Bagi Hasil Pajak

     Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (23 s/d 24)

Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)

      LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

      Pendapatan Hibah

      Pendapatan Dana Darurat

      Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah  (29 s/d 31)

JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)

BELANJA

  BELANJA OPERASI

     Belanja Pegawai

     Belanja Barang

     Belanja Bunga

     Belanja Subsidi

     Belanja Hibah

     Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)

  BELANJA MODAL

     Belanja Tanah

     Belanja Peralatan dan Mesin

     Belanja Gedung dan Bangunan

     Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

     Belanja Aset Tetap Lainnya

     Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal (45 s/d 51)

  BELANJA TIDAK TERDUGA

     Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Terduga (55)

JUMLAH BELANJA (43+52+56)

TRANSFER

  BELANJA TRANSFER

     Belanja Bagi Hasil

     Belanja Bantuan Keuangan

JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (62 s/d 63)

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)

SURPLUS/DEFISIT (33-66)

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan keuangan secara keseluruhan































































































































































































 

LAMPIRAN I.1 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGKASAN                                                              

LAPORAN REALISASI ANGGARAN                  

MENURUT URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH DAN ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 



















































 

LAMPIRAN I.2 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI 

MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN 

PEMBIAYAAN 

 

 

 

 

 

 







 

LAMPIRAN I.3 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 

PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, 

KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, 

BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

 

 

 

 

























































































































































































































































































































































































































 

LAMPIRAN I.4 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

REKAPITULASI                                                     

REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 

 

 

 

 































































































































































 

LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO 

ANGGARAN LEBIH 

 

 

 

 

 





 

LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4          TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

LAPORAN OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 

































































































































































































 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PERUBAHAN 

EKUITAS 

 

 

 

 

































































































































 
 

 

LAMPIRAN V 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

































































































































































































 

 

 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN ARUS KAS 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4          TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

 

 













































































































































































































































































































































































































































 

 

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG 

DAERAH 

 

 

 

 

 







 

 

LAMPIRAN IX 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN 

PIUTANG TIDAK TERTAGIH 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

LAMPIRAN X 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI DANA 

BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA 

BERGULIR 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

LAMPIRAN XI 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PENYERTAAN MODAL 

(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

LAMPIRAN XII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026  

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI 

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN 

ASET TETAP DAERAH 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

LAMPIRAN XIII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP  

 

 

 

 

 











 

 

 

LAMPIRAN XIV 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4          TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI 

DALAM PEKERJAAN  

 

 

 

 





 

 

LAMPIRAN XV 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026  

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  

 

 

 

 





 

 

LAMPIRAN XVI 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  

 

 

 

 





 

 

LAMPIRAN XVII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

 

 

 

 





 

 

LAMPIRAN XVIII 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

 

 

 

 





 

 

LAMPIRAN XIX 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM 

DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 

ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN 

KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 

BERIKUTNYA  

 

 

 

 





 

 

 

LAMPIRAN XX 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4          TAHUN 2026  

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN 

USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN 

DAERAH 

 

1. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

2. PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK SALATIGA 

3. PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA 

 

 

























































































































































































































































































 

 

 

LAMPIRAN XX.1 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 

(NERACA) BADAN USAHA MILIK 

DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

LAMPIRAN XX.2 

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 

NOMOR 4         TAHUN 2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 

(LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA 

MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara Tahun Anggaran 2025 









 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending-Bidang Pendidikan 

Tahun Anggaran 2025 

















 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending-Bidang 

Infrastuktur Pelayanan Publik Tahun 

Anggaran 2025 

















































 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending-Bidang Belanja 

Wajib Tahun Anggaran 2025 



 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending Belanja Pegawai 







 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending Belanja Hasil 

Penerimaan PKB dan Opsen PKB 





 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending Belanja 

Penerimaan Pajak Rokok 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending Belanja 

Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik  





 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Mandatory Spending Belanja 

Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)





 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk 

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM)  Tahun Anggaran 2025 











 

 

 

 

 

 

Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD 

yang Diklasifikasikan Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Sub Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan Tahun 

Angggaran 2025 





































 

 

 

 

 

 

Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi 

Program Prioritas Nasional Dengan 

Program Prioritas Daerah Tahun 

Anggaran 2025 





















 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Penurunan Stunting

Tahun Anggaran 2025  





















 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan  

Ekstrim Tahun Anggaran 2025 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja 

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui 

E-Purchasing Tahun Anggaran 2025 







 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Realisasi Belanja 

Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah 

Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025 





 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Laporan Opsen Pajak 

 Tahun Anggaran 2025







 

 

 

 

 

 

 

Kertas Kerja Kompilasi Ringkasan LRA 

semua OPD 









 

 

 

 

 

 

 

Kertas Kerja Laporan Keuangan 

Unaudited menjadi Audited 

 






























